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Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan 
membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan 
dasar. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang 
menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, 
proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan 
tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan 
mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.  
Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak 
dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal 
(masyarakat). Penanaman nilai tersebut di persekolahan dilakukan melalui 
pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya 
pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai 
pengembangan pembelajaran tematik. 
Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn 
dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI secara berkelanjutan, ditekankan pada 
pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, 
serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, 
pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan 
peraturan yang berlaku. 
Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan 
dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan 
dalam mengimplementasikan penanaman niliai-nilai antikorupsi pada pembelajaran 
PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di 
SD/MI dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik 
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A. Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) 
mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar 
amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).  
UU Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 
menegaskan bahwa, ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.” 
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi 
kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 
UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, ”Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang 
harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah.” Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa, ”Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria 
kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan 
masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.” 
Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SD/MI pada aspek sikap 
(attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, 
berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan 
aspek pengetahuan (knowledge) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang 
tampak nyata, serta aspek keterampilan (skill) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak 
yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain sejenis. 
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Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus korupsi 
yang selalu muncul di depan mata. Hal ini dapat merusak generasi muda dan sendi-sendi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah dengan dukungan 
masyarakat harus segera menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan 
semangat antikorupsi dan pada akhirnya berani berkata, bersikap, dan bertindak ’TIDAK’ 
terhadap korupsi. 
Berkaitan dengan hal tersebut, UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Kurikulum adalah 
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum harus mampu 
menumbuhkan semangat dan berani berkata, bersikap, dan bertindak ’TIDAK TERHADAP 
KORUPSI’. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan 
diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi tahun 2012,  Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, dan yang terakhir adalah Inpres Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014. Khusus kepada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)  diinstruksikan antara lain sebagaimana yang 
tertuang dalam Aksi ke-226: ”Pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam kurikulum 
pendidikan dasar dan menengah ....” 
Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 5 Tahun 2004, maka Kementerian Pendidikan 
Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2009 
membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan  model pendidikan antikorupsi 
di sekolah. Hasil dari Tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi 
pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan 
SMA/SMK/MA. Model pengintegrasian tersebut sudah disosialisasikan dan di diseminasikan 
ke sekolah-sekolah rintisan. 
Sejalan dengan perubahan kurikulum persekolahan tahun 2013, maka Kemdikbud melalui 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyempurnakan Model Pengintegrasian Pendidikan 
Antikorupsi melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2014/2015 
untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku Model 
Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam kegiatan workshop dan 
diseminasi di sekolah-sekolah rintisan. 
Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin 
ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar 
tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi 
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya 
3Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas VI SD/MI (Berdasarkan Kurikulum 2013)
 
 7
bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan 
keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis 
yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa 
materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan 
pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, 
tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu 
lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn 
terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat 
dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai-nilai 
antikorupsi. 
PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu PPKn sebagai salah 
satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis 
yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn memiliki misi 
mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan 
memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi 
pemimpin bangsa dan negara Indonesia dimasa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan 
bertanggungjawab. Adapun fungsi  PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi 
pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter 
antikorupsi. Oleh karena itu, PPKn harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan 
korupsi.  
Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi 
serta mencegah sebelum ada niat (pre-emtif) dan sudah ada niat (preventif) untuk tidak 
melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan 
upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak 
secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi (Buchori, Muchtar, 2007). Pendidikan Antikorupsi 
sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar 
untuk merubah perilaku seseorang, termasuk anak didik calon pemimpin masa depan 
(students are today, leaders are tomorrow) dengan harapan agar generasi muda secara sadar 
mampu membangun sistem nilai antikorupsi yang melekat pada jiwa dan karakter antikorupsi 
pada dirinya. 
 
B. Dasar Hukum. 
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. 
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 
Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) . 
8. Instruksi Presiden Nomor  5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 
9. Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. 
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan 
Korupsi.  
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2014. 
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku 
Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, beserta salinannya. 
14. Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 
Menengah. 
15. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pembelajaran pada 
Pendidikan dasar dan Menengah. 
16. Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 
17. Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 
18. Permendikbud Nomor 3 tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah 
dan Oleh Satuan Pendidikan 
 
C. Tujuan dan Sasaran 
Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn ini sebagai 
panduan bagi: 
1. Guru SD/MI: 
a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat 
diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi; 
b. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn;  
c. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn; 
d. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan; 
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e. mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn. 
2. Kepala SD/MI: 
a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan 
pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi; 
b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn 
SD/MI yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi dan; 
c. sebagai acuan dalam rangka sosialiasi pendidikan antikorupsi terhadap guru di 
lingkungan sekolahnya; 
3. Pengawas sekolah SD/MI. 
a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring 
implementasi pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi. 
b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SD/MI yang terintegrasi nilai-nilai 
antikorupsi. 
c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SD/MI yang 
terintegrasi nilai-nilai antikorupsi. 
4. Bagi Dinas Pendidikan: 
a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring 
program diseminasi model pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui mata 
pelajaran PPKn SD/MI di daerah kabupaten/kota; 
b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam 
mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi. 
 
D. Manfaat 
Setelah menggunakan  model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas 
pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 
1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas dari korupsi dengan 
mengembangkan kebiasaan (habit) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, 
yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab 
kewarganegaraan (civic confidence, civic commitment, and civic responsibility); (b) 
pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk 
kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic 
responsibility). 
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan 
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E. Ruang lingkup 
Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman korupsi yang ditinjau dari 
aspek/dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara paedagogis 
dengan pengembangan nilai-nilai acuan antikorupsi sebagai berikut. 
Dimensi dan Indikator 
Pendidikan Antikorupsi 
Nilai Acuan  
Pendidikan Antikorupsi 
1. Politik: 
a. Membuat kebijakan didasarkan pada 
kepentingan umum/bersama (adil). 
b. Melaksanakan kebijakan didasari sikap 
menjunjung tinggi kebenaran (jujur, 
berani). 
c. Melaksanakan pengawasan kebijakan 
secara tidak tebang pilih (adil, berani). 
d. Melaksanakan musyawarah dalam 
menyelesaikan masalah (kebersamaan). 
2. Sosiologi 
a. Menepati janji (tanggung jawab). 
b. Tidak diskriminatif dalam memberikan 
layanan (adil). 
c.  Tidak nepotisme (adil, mandiri). 
d. Tidak kolusi (jujur, mandiri).  
e.  Melaksanakan kerjasama  tanpa melihat 
perbedaan agama, sosial, dan ekonomi 
(kesetaraan). 
f.  Membunyikan radio, TV, tape dengan 
sewajarnya (bijaksana). 
g. Berpartisipasi menjaga keamanan 
lingkungan sosial (peduli). 
h. Melakukan donor darah (Ikhlas). 
3. Ekonomi: 
a. Melakukan persaingan secara sehat 
(tanggung jawab, jujur, kerja keras). 
b. Tidak menyuap (jujur, disiplin). 
c. Tidak boros dalam menggunakan sumber 
daya /energi, dan dana (sederhana, 
tanggung jawab). 
d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi 
dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung 
jawab). 
4. Hukum:  
a. Tidak melakukan penggelapan dana, 
pajak, barang, dan sebagainya (jujur, 
tanggung jawab). 
b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, 
surat, tanda tangan, dan sebagainya 
(jujur, tanggung jawab). 
c. Tidak melakukan pencurian dana, 
barang, waktu, ukuran yang merugikan 
pihak lain, dan sebagainya (jujur, 
tanggung jawab, disiplin). 
d. Tidak melakukan penipuan terhadap 
pihak lain (jujur, tanggung jawab). 
e. Tidak melakukan persekongkolan dalam 
membuat putusan (tanggung jawab). 
f. Tidak melakukan perusakan barang 
/fasilitas milik negara (tanggung jawab, 
peduli). 
g. Tidak memberikan atau menerima 
KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ 
kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. 
KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa 
persaudaraan/kekeluargaan, senasib 
sepenanggungan, dan merasa menjadi satu 
kesatuan (integritas),  
KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan 
sesuatu (yang telah disepakati), kontrak.  
KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang 
dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak 
menyimpang dari apa yang sudah diputuskan 
KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan 
HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, 
tidak boros, cermat. 
BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya 
(pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam 
pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) 
IKHLAS:bersih hati, tulus hati. 
BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, 
saling memberi pengalaman. 
RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 
bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. 
SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap 
pendirian, tetap memegang keadilan). 
TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung 
segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh 
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. 
Misalnya berani dan siap menerima resiko, 
amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang 
terbaik), hak fungsi menerima pembebanan 
sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak 
lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas 
dengan sungguh-sungguh. 
DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada 
peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.  
JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat 
dipercaya, berkata dan bertindak benar, 
mengungkapkan sesuatu sesuai dengan 
kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap tindakan.  
SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang 
tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, 
tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, 
sesuai kebutuhan, dan rendah hati. 
KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan 
sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan 
semangat dalam berusaha.  
MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak 
bergantung dengan orang lain, percaya pada 
kemampuan diri sendiri, mampu mengatur 
dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. 
ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak 
memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang 
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Dimensi dan Indikator 
Pendidikan Antikorupsi 
Nilai Acuan  
Pendidikan Antikorupsi 
gratifikasi (sederhana, jujur). 
h. Tidak menyalahi/melanggar aturan 
(disiplin, tanggung jawab). 
i. Melaksanakan keputusan dengan penuh 
tanggung jawab (komitmen). 
kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-
wenang, seimbang, netral, objektif dan 
proporsional. 
BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa 
percaya diri yang besar dalam menghadapi 
bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, 
kecut) dan pantang mundur.  
PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), 
menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, 
membela, memahami, menghargai, dan 
memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.  
Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian Pendidikan 
Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Telaah terhadap Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan SD/MI yang diintegrasikan melalui subtansi atau isi materi kompetensi 
dasar (KD) dari Kompetensi Inti kognitif (KI-3). 
2. Penyusunan model Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Kompetensi Dasar Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI. Yang menjadi bahan pembelajaran 
(Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014). 
3. Penyusunan dan pengembangan Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Silabus 
Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI (Permendikbud No. 
103 Tahun 2014). 
4. Penyusunan dan pengembangan Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada pembelajaran tematik yang terintegrasi pada 
indikator mata pelajaran PPKn (Permendikbud No. 103 Tahun 2014).  
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KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 
 
 
A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter  
Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak awal kemerdekaan, masa 
orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sudah dilakukan dengan nama dan bentuk 
yang berbeda-beda. Namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti 
dari fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak berkarakter sebagaimana 
disebutkan di atas pada Bab I. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional telah ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Namun tampaknya upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga 
pendidikan dan institusi pembina lain belum sepenuhnya mengarahkan dan mencurahkan 
perhatian secara komprehensif pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. 
Sejak lama kita mengenal adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn 
(dalam kurikulum persekolahan nama mata pelajaran ini selalu berubah, seperti civics, PMP, 
dan PPKn), dan mata pelajaran Pendidikan Agama. Kedua mata pelajaran tersebut diberikan 
dengan misi utama untuk membina akhlak dan budi pekerti peserta didik. Namun demikian, 
pembinaan akhlak dan budi pekerti melalui kedua mata pelajaran tersebut belum membuahkan 
hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan: Pertama, kedua mata pelajaran tersebut 
cenderung lebih berorientasi pada aspek pengetahuan mengenai nilai-nilai (pengetahuan 
tentang afaktif) melalui materi/substansi mata pelajaran. Kedua, kegiatan pembelajaran pada 
kedua mata pelajaran tersebut pada umumnya belum secara memadai mendorong 
terinternalisasinya nilai-nilai oleh masing-masing siswa sehingga siswa berperilaku dengan 
karakter yang tangguh. Ketiga, menggantungkan pembentukan watak siswa melalui kedua 
mata pelajaran itu saja tidak cukup. Pengembangan karakter peserta didik perlu melibatkan 
lebih banyak lagi mata pelajaran, bahkan semua mata pelajaran. Selain itu, kegiatan 
pembinaan kesiswaan dan pengelolaan sekolah dari hari ke hari perlu juga dirancang dan 
dilaksanakan untuk mendukung pendidikan karakter. 
Mengenai batasan pendidikan karakter, banyak ahli yang mengemukakan, seperti Karakter 
adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang  terbentuk dari hasil 
internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan 
untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.  
Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya manusia (SDM) karena 
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turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina 
sejak usia dini. Usia dini merupakan masa emas namun kritis bagi pembentukan karakter 
seseorang. Pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah pendidikan yang mengembangkan 
nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki dan 
menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan 
warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. 
Thomas Lickona (seorang profesor pendidikan dari Cortland University) mengungkapkan 
bahwa ada sepuluh tanda jaman yang kini terjadi, tetapi harus diwaspadai karena dapat 
membawa bangsa menuju jurang kehancuran. 10 tanda jaman itu adalah: 
1. meningkatnya kekerasan di kalangan remaja/masyarakat; 
2. penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku; 
3. pengaruh peer-group (geng) dalam tindak kekerasan, menguat; 
4. meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks 
bebas; 
5. semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; 
6. menurunnya etos kerja;  
7. semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 
8. rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok; 
9. membudayanya kebohongan/ketidakjujuran, dan 
10. adanya rasa saling curiga dan kebencian  antar sesama. 
Menurut Simon Philips (2008), karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu 
sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni 
Koesoema A dalam Bambang Indrianto (2010) memahami bahwa karakter sama dengan 
kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ”ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas 
dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan,  
Sementara Winnie, dalam Puskur (2010) memahami bahwa istilah karakter memiliki dua 
pengertian tentang karakter. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. 
Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut 
memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka 
menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter 
erat kaitannya dengan ‘personality’. Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang berkarakter’ (a 
person of character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.  
Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk 
hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap 
mempertanggung jawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat” (Prof. Suyanto, Ph.D, 
2010) 
Sedangkan Imam Ghozali, dalam Pendidikan Karakter Berbasis Tasawuf (2013) menganggap 
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bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau 
melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak 
perlu dipikirkan 
Berdasarkan pendapat di atas difahami bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, 
berkonotasi ‘positif’, bukan netral. Jadi, ‘orang berkarakter’ adalah orang yang mempunyai 
kualitas moral (tertentu) positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara 
implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan 
dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. Hal ini didukung 
oleh Peterson dan Seligman, dalam Gedhe Raka, (2007:5) yang mengaitkan secara langsung 
’character strength’ dengan kebajikan. Character strength dipandang sebagai unsur-unsur 
psikologis yang membangun kebajikan (virtues). Salah satu kriteria utama dari ‘character 
strength’ adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya 
potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat 
bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya. 
B. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi 
1. Dimensi Politik  
Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. 
Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus 
mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, 
setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara 
rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum 
yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. 
Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori 
demokrasi yang disebut dengan “Metode Demokratis”, yaitu prosedur kelembagaan 
untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan 
untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh 
suara rakyat.  
Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi clientelistic, yaitu kompetisi dengan iming-
iming materi dan bentuk varian lainnya (direct payment) untuk menarik simpati pemilih 
secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model ini  akan memberikan 
tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur 
korupsi mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis 
pendukung pada saat pemilu (pork-barrel spending), alokasi program pemerintah ke 
basis konstituen partai (allocational policies), hingga melanggengkan relasi patronase 
politik dan bisnis. Dalam kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata 
pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses 
formal.  
Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan 
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perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti kebijaksanaan 
pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada rakyat luas, misalnya 
ketika politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun 
merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya 
mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan 
besar kepada kampanye pemilu mereka. Korupsi politis semacam ini terjadi dibanyak 
negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi 
mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, 
penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena 
prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan 
nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. 
2. Dimensi Sosiologi  
Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang Ilmu Sosial yang mempelajari masyarakat 
dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perlaku, dan 
perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, 
ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah 
ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan 
suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan 
bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.  
Manusia sebagai mahluk social, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan 
keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan social. Hubungan social 
tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku 
manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi social. Berkaitan dengan hal tersebut, 
perbuatan korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari interkasi antar individu baik 
dalam bentuk dyadic maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan 
sosial. Ketika salah satu pihak melakukan suatu tindakan penyimpangan dan tindakan 
menyimpang tersebut merugikan pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok 
tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi. 
Penyimpangan social dapat dilakukan secara individu (individual deviation), yaitu tindak 
kejahatan atau kerusuhan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang 
berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, 
keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakiti. Sedangkan 
penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (group deviation) merupakan 
suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama 
dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang 
ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk 
penyimpangan social secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau 
pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya 
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sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini 
biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, seperti merampok, 
menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmor dan lain-lain. 
Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan  social, 
maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian social melalui system mendidik dan 
mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri 
seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan 
norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. Mengajak bertujuan 
mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma yang berlaku 
dan tidak menurut kemauan individu-individu atau kelompok yang melakukan korupsi.  
3. Dimensi Ekonomi  
Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan 
pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan 
yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga 
karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan 
pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi 
mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor 
publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-
proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat 
maupun public, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru 
sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek 
korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi 
pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan 
lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta 
menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. 
Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar 
pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan 
memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan munculnya kekacauan 
"lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan 
dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. 
Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi 
dan harga-harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya “ongkos manajemen” 
seperti dipaparkan di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, penganguran, 
pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi 
kebutuhan dan mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi 
dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi  
4. Dimensi Hukum  
Dari berbagai pendapat yang mengemuka perihal faktor-faktor penyebab timbulnya 
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tindak pidana korupsi, apabila diperhatikan lebih mendalam, pada dasarnya faktor 
penyebab terjadinya korupsi di Indonesia dapat dikelompokan dalam 4 (empat) bagian 
besar, yaitu: 
a. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang 
melakukan korupsi. 
Dari aspek perilaku individu yang melakukan korupsi, ada beberapa hal yang 
mendorong seseorang untuk melakukan korupsi, antara lain: 
1) Sifat tamak manusia 
2) Moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan; 
3) Penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar;  
4) Kebutuhan yang mendesak; 
5) Gaya Konsumtif; 
6) Malas tidak mau bekerja keras. 
b. Aspek Organisasi. 
Adapun yang dimaksud aspek organisasi adalah organisasi tempat pelaku 
beraktivitas/bekerja, yang antara lain disebabkan: 
1) Kurang adanya keteladanan dari pimpinan; 
2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar; 
3) Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai; 
4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen; 
5) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. 
c. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana individu 
dan organisasi tersebut berada, seperti: 
1) Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk melakukan 
korupsi; 
2) Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktek 
korupsi adalah masyarakat itu sendiri; 
3) Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap 
praktek korupsi; 
4) Masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi 
hanya akan berhasil bila masyarakat ikut aktif melakukannya; 
5) Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak dilahirkan; 
6) Penyalah artian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia. 
d. Aspek peraturan perundang-undangan, yang antara lain meliputi:  
1) Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistic yang hanya 
menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara;  
2) Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai; 
3) Tidak efektifnya  judicial review oleh Mahkamah Agung; 
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4) Peraturan yang kurang disosialisasikan;  
5) Sanksi terlalu ringan; 
6) Lemahnya bidang evaluasi dan revisi undang-undang. 
C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan 
1. Makna internalisasi 
2. Nilai-nilai antikorupsi 
3. Proses internalisasi nilai-nilai melalui pendidikan 
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C.  Model Pengintegrasian dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran 
(RPP) Tematik 
 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar Indonesia 
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
Kelas / semester  : 6 / 1 
Tema / sub tema : 
Materi Pokok : Globalisasi 
Alokasi waktu : 1 hari (1x pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran: 
1. Berdasarkan pengamatan dan contoh yang diberikan guru, peserta didik dapat 
mengucapkan doa baik untuk dirinya sendiri maupun memimpin teman-temannya 
sebelum dan sesudah belajar. 
2. Melalui contoh dan pembiasaan, peserta didik terbiasa menjaga kebersihan diri, 
barang-barang, maupun tempat yang digunakannya sebagai wujud cinta tanah air. 
3. Setelah mengamati gambar dan diskusi kelas, peserta didik dapat menjelaskan 
keberagaman yang ada di  Indonesia dalam bentuk tulisan yang benar.  
4. Melalui pengamatan tentang keberagaman (suku banga, agama, bahasa, dll) dapat 
memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antarteman. 
5. Setelah membaca teks mengenal budaya daerah tertetu, peserta didik mampu 
mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran yang benar. 
6. Setelah mencari informasi keberagaman teman sekelas dan berdiskusi, peserta didik 
mampu menjelaskan sikap yang harus ditunjukkkan untuk menghormati keberagaman  
dalam bentuk tulisan yang benar.  
7. Melalui pengamatan tentang keberagaman yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan 
masyarakat, peserta didik dapat melaksanakan kebersamaan dan tanggung jawab 
dalam kehidupan sehari-hari.  
8. Setelah membaca teks tentang keberagaman global peserta didik dapat mengartikan 
keberagaman global, memahami isinya, dan dapat menceritakan secara tertulis 
maupun secara lisan dengan bahasa sendiri. 
9. Setelah mendengarkan penjelasan dan contoh dari guru, peserta didik dapat 
menunjukkan tanggung jawab dalam kehidupan bersekolah dan bermasyarakat.  
B. Kompetensi Dasar 
PPKn (Terintegrasi) 
1.2 Menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga Negara dalam 
menjalankan agama 
2.2 Melaksanakan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara sebagai 
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wujud cinta tanah air 
3.2 Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga 
Negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 
4.2 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai 
warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 
1.3 Mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika 
2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam 
konteks Bhineka Tunggal Ika 
3.3 Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat 
4.3 Mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi 
IPS (Terintegrasi) 
2.1  Menujukkan perilaku cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
sebagai perwujudan rasa nasionalisme. 
2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam mengembangkan 
pola hidup sehat, kelestarian fisik, budaya, dan peninggalan berharga di masyarakat 
Bahasa Indonesia (Terintegrasi) 
1.1 Meresapi makna anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Indonesia yang 
diakui sebagai sarana yang lebih unggul daripada bahasa lain untuk memperoleh 
pengetahuan 
2.1  Memiliki kepedulian dan tanggung jawab tentang ciri khusus makhluk hidup dan 
lingkungan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia 
3.3 Menguraikan isi teks pidato tentang cinta tanah air dan sistem pemerintahan serta 
layanan masyarakat daerah dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia 
lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 
SBdP (Terintegrasi) 
3.1  Mengenal karya dua dan tiga dimensi berdasarkan prinsip seni dan karya seni rupa 
nusantara 
3.2  Mengenal harmoni dan simbol teks lagu sederhana 
4.1  Menggambar perspektif sederhana dengan menerapkan proporsi dan komposisi 
berdasarkan hasil pengamatan 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
PPKn (Terintegrasi) 
1. Menunjukkan perilaku rukun antar sesama umat di lingkungannya.  
2. Menjaga keamanan bersama dari pengaruh globalisasi pada saat musyawarah RT 
berlangsung. 
3. Melestarikan budaya lokal kepada generasi penerus melalui latihan dan pendidikan. 
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4. Mentatati tata tertib dalam bekerja di kantor.(disiplin) 
5. Menggali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang berlaku di lingkungan sekolah 
dan masyarakat. 
6. Menjelaskan peristiwa tawuran anak-anak SD yang menagkibatkan pecahnya 
persatuan dan kesatuan sebagai dampak globalisasi  
7. Menunjukkan contoh kegiatan yang menyebabkan pecahnya persatuan dan 
kesatuan.(peduli) 
8. Menuliskan contoh pengembangan nilai saling menghormati, dan menghargai dalam 
keberagaman suku,agama, ras, budaya, dan gender yang mendukung persatuan dan 
kesatuan (tanggung jawab) 
IPS (Terintegrasi) 
1. Menyebutkan contoh perilaku cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara sebagai perwujudan rasa nasionalisme. 
2. Menyebutkan contoh perilaku tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam 
mengembangkan pola hidup sehat, kelestarian fisik, budaya, dan peninggalan berharga 
di masyarakat 
Bahasa Indonesia (Terintegrasi) 
1. Mengidentifikasi keunggulan bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa lain. 
2. Menyebutkan contoh bentuk kepedulian dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-
hari melalui pemanfaatan bahasa Indonesia. 
3. Menuliskan teks pidato yang berisi tentang cinta tanah air. 
4. Mengidentifikasi isi teks pidato tentang cinta tanah air dan sistem pemerintahan serta 
layanan masyarakat. 
SBdP (Terintegrasi) 
1. Menyebutkan contoh karya dua dimensi berdasarkan prinsip seni dan karya seni rupa 
nusantara 
2. Menyebutkan contoh karya tiga dimensi berdasarkan prinsip seni dan karya seni rupa 
nusantara 
3. Menyebutkan contoh harmoni dan simbol teks lagu sederhana 
4. Menggambar perspektif sederhana dengan menerapkan proporsi dan komposisi 
berdasarkan hasil pengamatan 
D. Materi Pembelajaran 
PPKn (Terintegrasi) 
1. Pengertian Globalisasi 
2. Pengertian persatuan dan kesatuan untuk mengantisipasi globalisasi. 
3. Contoh bentuk dan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah dan dimasyarakat 
4. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat dan praktek dalam pekerjaan. 
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5. Pengertian tata tertib. 
6. Contoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan 
7. Dampak globalisasi terhadap persatuan dan kesatuan. 
8. Teori konflik soaial 
9. Dampak pecahnya persatuan dan kesatuan 
10. Pengertian keberagamanm suku, ras, agama 
 
Pengembangan Materi Pembelajaran Terintegrasi Nilai-Nilai Antikorupsi 
Pengertian Globalisasi 
Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang 
menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia 
sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian lainnya menyebutkan 
bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, 
orientasi, dan budaya. Pengertian lain dari globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker 
(2004) adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan 
politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke 
dalam kesadaran kita. Produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk global 
Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan 
dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan 
masyarakat di belahan dunia yang lain.(A.G. Mc.Grew, 1992).  
Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi 
informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari 
kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti 
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Contoh sederhana dengan teknologi 
internet, parabola dan TV, orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita 
dari belahan dunia yang lain secara cepat. Hal ini akan terjadi interaksi antarmasyarakat 
dunia secara luas, yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama 
pada kebudayaan daerah,seperti kebudayaan gotong royong,menjenguk tetangga sakit 
dan lain-lain.  
Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti 
budaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya 
Perkembangan globalisasi ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-Iembaga 
kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan 
perpolitikan, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan global. Kondisi 
ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antar negara maju dengan 
negara-negara berkembang maupun antar sesama negara berkembang serta lembaga-
Iembaga internasional. Disamping hal tersebut adanya issu global yang meliputi 
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demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi keadaan 
nasional. 
Globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan trnasportasi, sehingga dunia 
menjadi transparan seolah-olah menjadi kampung sedunia tanpa mengenal batas negara. 
Kondisi yang demikian menciptakan struktur baru yaitu struktur global. Kondisi ini akan 
mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di 
Indonesia, serta akan mempengaruhi juga daiam berpola pikir, sikap dan tindakan 
masyarakat Indonesia. Dari uraian tersebut di atas, bahwa semangat perjuangan bangsa 
yang merupakan kekuatan mental spiritual yang melahirkan kekuatan yang luar biasa 
dalam masa Perjuangan Fisik. Dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan 
untuk mengisi kemerdekaan diperlukan Perjuangan Non Fisik sesuai dengan bidang tugas 
dan profesi masing-masing yang dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia (Kerja 
keras), sehingga memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang 
cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela 
negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam rangka Perjuangan Non Fisik sesuai bidang tugas dan profesi masing-¬masing 
wawasan atau cara pandang bangsa Indonesia yaitu wawasan kebangsaan atau Wawasan 
Nasional yang diberi nama Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa 
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis 
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan 
menghormati kebhinekaan dari setiap aspek kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan 
nasional. Memberikan pelayanan dengan tidak diskriminatif terhadap orang lain merupakan 
salah satu wujud mengisi kemerdekaan (Adil). Atas dasar pemikiran dari perjalanan sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai semangat perjuangan yang 
dilaksanakan dengan perjuangan Fisik dan wawasan Nusantara yang merupakan pancaran 
nilai dari ideoiogi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dalam 
mengisi kemerdekaan diperlukan Perjuangan Non Fisik sesuai bidang tugas dan profesi 
masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk 
mencapai cita-cila dan tujuan nasional yang bebas korupsi (Jujur, Mandiri, Tanggung 
jawab) 
Pengertian Persatuan 
Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan 
mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu 
kebulatan yang utuh dan serasi. 
Kesatuan adalah ke – Esaan, sifat tunggal atau keseutuhan (WJS. Poerwadarminta, 1987) 
Persatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Dalam hal ini, 
masing-masing suku bangsa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri 
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tertentu yang bersatu. Penggabungan dalam persatuan bangsa, masing-masing bangsa 
tetap memiliki ciri-ciri dan adat istiadat semula. 
Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam 
proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa 
terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia 
sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. 
Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-
royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh 
asas kemanusiaan dan kebudayaan. 
Jadi makna persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa 
gotong-royong, musyawarah dan lain sebagainya. Dari penjelasan uraian di atas dapatkah 
Anda memberikan contoh lain? Ini adalah contoh yang memecah belah persatuan dan 
kesatuan yaitu tawuran pelajar. 
Globalisasi 
A. Pengertian Globalisasi 
Kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi 
belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), 
sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya 
sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan 
membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, 
mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan 
menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Dan 
Globalisasi juga merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai 
bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat 
secara nyata, sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol.  
Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh 
negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau 
curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme 
dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis 
akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya 
karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar 
terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain 
seperti budaya dan agama (Kebersamaan) 
B. Dampak Globalisasi 
Globalisasi telah menimbulkan dampak yang begitu besar dalam dimensi kehidupan 
manusia, karena globalisasi merupakan proses internasionalisasi seluruh tatanan 
masyarakan modern.  
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Sehingga terjadi dampak yang beragam terutama pada aspek sosial dampak positif nya 
kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam 
berinteraksi dengan manusia lainnya (Tanggung Jawab).  
Sedangkan dampak negatifnya, banyaknya nilai dan budaya masyarakat yang 
mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkannya secara selektif, salah 
satu contoh dengan hadirnya modernisasi disegala bidang kehidupan, terjadi 
perubahan ciri kehidupan masyarakat desa yang tadinya syarat dengan nilai-nilai 
gotong royong menjadi individual. Selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan 
gampang (instant) pada diri seseorang. Pada sebagian masyarakat, juga sudah banyak 
yang mengikuti nilai-nilai budaya luar yang dapat terjadi dehumanisasi yaitu derajat 
manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin 
berteknologi tinggi (Adil).  
Konflik Sosial 
Benturan sosial demi benturan sosial berlangsung dengan mengambil bentuk aneka-
rupaserta menyentuh hampir di segala aspek (“frame of conflict ”) kehidupan masyarakat 
(konflik  agraria, sumberdaya alam,nafkah,ideologi, identitas-kelompok, batas teritorial , 
dan semacamnya). Satu hal yang perlu dicatat adalah bawa apapun bentuk benturan sosial 
yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalusama yaitu stress 
sosial, kepedihan(bitterness),  disintegrasi sosial  yang seringkali juga disertai oleh 
musnahnya aneka aset-aset material dan non-material. Kehancuran asset-asset non-
material yang paling kentara ditemukan dalam wujud “dekapitalisasi” modal sosial yang 
ditandai oleh hilangnya trust di antara para-pihak yang bertikai, rusaknya networking,dan 
hilangnya compliance pada tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini 
disepakati bersama-sama). 
Konflik sosial bisa berlangsung pada aras antar-ruang kekuasaan.  
Terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, 
yaitu “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau  kolektivitas-sosial”, dan “sektor 
swasta”(Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998). Konflik sosial bisa berlangsung di dalam 
setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan 
(Tanggung Jawab) 
Demokratisme, ecologism,sustainability, good-governance,feminisme adalah contoh-
contoh dari arus-pemikiran baru yang menghendaki pengakuan tersebut.  
Konflik sosial antar “pemangku kekuasaan” dapat berlangsung dalam tiga bentuk,yaitu:(1) 
Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadap-hadapan melawan negaradan 
sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes wargamasyarakat 
atas kebijakan publik yang diambil oleh negara/pemerintah yangdianggap tidak adil dan 
merugikan masyarakat secara umum. Perlawanan asosiasipedagang kaki-lima di Jakarta 
melawan penggusuran oleh Pemerintah DKI Jaya adalah contoh klasik yang terus 
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kontemporer.(2) Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas 
sosialmelawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam hal ini adalah 
“perseteruanberdarah” yang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara komunitas 
lokalmelawan perusahaan pertambangan multi-nasional di Papua. Kasus serupa 
jugaditemui dalam “Tragedi Pencemaran Teluk Buyat” yang memperhadapkan wargalokal 
yang menderita kesakitan akibat pencemaran air terus-menerus dari limbah tailing aktivitas 
penambangan emas oleh perusahaan swasta asing di Sulawesi Utaradi awal dekade 
2000an.(3) Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadap-hadapan melawan 
negaradan sebaliknya. Berbagai tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Negara 
dalammengawal jalannya sebuah kebijakan, biasanya memakan biaya sosial berupakonflik 
tipe ini secara tidak terelakkan. Contoh sederhana konflik sosial ini adalah dapat dilihat 
pada perilaku antar teman disekolah yang berkelompok dalam berteman kemudian 
mengganggu teman lain tanpa sebab apapun, sehingga terjadi ketegangan yang berujung 
perkelaian, hal ini merupakan tindkan melanggar norma soaial disekolah (Tidak disiplin, 
Tidak menghargai Kebersamaan). Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc. Agr – Seminar 
PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.”Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-
Budaya(Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)”. 
Menurut Mansoer (dikutip dalam Solikhah, 1999) “perkelahian pelajar atau yang biasa 
disebut dengan tawuran adalah perkelahian massal yang merupakan perilaku kekerasan 
antar kelompok pelajar laki-laki yang ditujukan pada kelompok pelajar dari sekolah 
lain”.kejadian ini menutut para pelajar untuk turut ambil bagian tidak akan melakukan itu 
(peduli) 
Pengertian Keragaman dan Kesetaraan 
Keragaman dapat diartikan dengan suatu hal 
yang “banyak macamnya”, “beda” atara satu 
dan sifatnya tidak tunggal. Sedangkan 
kesetaraan dapat diartikan sebagai “sama”, 
”tidak Berbeda” atau “sederajat”. Beberapa 
istilah yang dianggap sesuai dengan 
keragaman salah satunya ialah pluralitas 
(plurality) yaitusuatu konsep yang 
mengandalkan adanya “hal-hal yang lebih dari 
satu”. Sisi lain dari pluralitas adalah 
kemajemukan yang didasari oleh keutamaan 
(keunikan) dan kekhasan. Karena itu, pluralitas 
tidak dapat terwujud atau diadakan atau 
terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai 
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objek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. 
Menempatkan orang sesuai dengan memandang perbedaan (tidak setara) adalah 
merupakan bagian dari pendidikan untuk tidak berlaku diskriminasi, hal ini merupakan 
contoh perilaku korupsi.  
Pluralitas, sebagaimana halnya seluruh fenomena pemikiran, memiliki sifat pertengahan, 
keseimbangan juga mempunyai sisi yang ekstern, baik yang melebih-lebihkan atau 
mengurang-ngurangkan. Pluralitas juga bisa dianggap sebagai motivaator dalam 
menghadapi ujian, cobaan, kesulitan berkompetensi (ikhlas) dan berlomba-lomba dalam 
berkarya dan berinteraksi diantara masing-masing pihak yang berbeda-beda dalam 
peradaban. Oleh karena itu  
Contoh tidak taat aturan (tidak disiplin) 
Pemuda berumur 18 tahun bernama Febri Suhartoni memaksa petugas membuka portal 
busway agar memberikan jalan untuknya. Karena yang jaga adalah petugas biasa 
tampaknya mereka ciut nyali serta mempersilahkan jalan. Namun apes memang foto yang 
dijepret oleh jurnalis disebar dan diangkat kepermukaan (Honda Jazz B 1011 UKF itu). 
Setelah dicek oleh polisi jebule Febri bukanlah anak pak Kapolri. Doi adalah mahapeserta 
didik anak pengusaha karet dari Balikpapan. Kini ayah Febri bernama Devi Suhartoni kudu 
berurusan dengan polisi akibat ulah anaknya. Jiaaannn kebangetan tenan ki!! 
IPS (Terintegrasi) 
1. Contoh perilaku cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai 
perwujudan rasa nasionalisme. 
2. Contoh perilaku tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam mengembangkan pola 
hidup sehat, kelestarian fisik, budaya, dan peninggalan berharga di masyarakat 
Bahasa Indonesia 4 (Terintegrasi) 
Teks pidato yang berisi tentang cinta tanah air. 
SBdP 4 (Terintegrasi) 
Contoh karya dua dan tiga dimensi 
E. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Saintifik 
2. Model Pembelajaran : Project Best Learning, Problem Best Learning, Discovery 
 Learning, dan Model-model Pembelajaran lain 
3. Metode : Diskusi, Tanya Jawab, Penugasan,Observasi, Bermain peran 
F. Media dan Alat Pembelajaran 
1. Gambar tentang korupsi 
2. Peta 
3. LCD 
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6. Film  
G. Sumber Belajar 
1. Buku Tematik Kelas VI, Buku Pengembangan Diri. 
2. Tim Penyusun, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran 
PPKn Kelas VI SD/MI. (Berdasarkan Kurikukum 2013), Jakarta: Ditjen Dikdas, 2015. 
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H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Model pembelajaran : Student Team Achipment Devission (STAD) 
Tahap Kegiatan Aktivitas Peserta didik/ Guru 
A. Pendahuluan 
(10 menit) 
1) Mengajak peserta didik untuk berdo’a dipimpin oleh Ketua Kelas, sebagai 
wujud syukur terhadap TYME, bahwa kita masih diberi nikmat hidup. 
2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat 
dan aplikasi materi ajar bahwa manfaat belajar hari ini, peserta didik dapat 
memahami makna globalisasi dan persatuan, kesatuan dalam 
menghadapi globalisasi 
3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 
4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akandicapai pertemuan hari ini; dan 




1. Membentuk kelompok@ 3 – 5 orang peserta didik secara heterogen 
(menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dsb). 
2. Guru menyampaikanmateri pembelajaran hari ini, berupa topik dan 
jabaran materi yang akan dibahas.. 
3. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk membaca, mengamati 
gambar-gambar dalambahan ajar dan atau buku peserta didik. 
(mengamati) 
4. Setiap kelompok diminta membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap apa 
yang belum pahami, dimengerti dari apa yang dibaca, diamati. (menanya), 
Misal pertanyaan itu terkait: 
- Pengertian globalisasi. 
- Pengartian persatuan dan kesatuan. 
- Menjelaskan keberagaman suku, ras, dan agama. 
- Mengidentifikasi pokok-pokok pikiran tentang disiplin. 
5. Setiap kelompok berdiskusi menemukan jawaban terhadap pertanyaan 
yang dimunculkan oleh kelompok. (menalar) 
6. Peserta didik yang sudah menguasai/mampu menjawab pertanyaan yang 
dikemukakan oleh temankelompokdari apa yang ditanyakan kelompok 
peserta didik, dapat menjawab atau memecahkannya 
dipersilahkanmenjelaskan pada anggota kelompoknya sampai anggota 
dalam kelompok itu mengerti atau memahami (mengkomunikasikan), 
anggota kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil 
pemecahan masalah tersebut (membuat jejaring) 
7. Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Pada saat 
menjawab kuis teman kelompok tidak boleh membantu (penilaian 
autentik). 
8. Bagi kelompok yang memperoleh point jawaban benar paling banyak, 
itulah devisi kelompok belajar yang dinyatakan menang. 
C. Penutup 
(15 menit) 
Guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 
1) seluruh rangkaian aktivIitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 
untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun 
tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 
2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik 
tugas individual maupun kelompok; Misal: Secara individu peserta didik 
diminta untuk menemukan pola keragaman suku, ras, agama, serta contoh 
disiplin. 
4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 
berikutnya. 
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I. Penilaian Hasil Pembelajaran  
1. Prosedur pelaksanaan penilaian sikap meliputi hal-hal berikut: 
a. Mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar   
pembelajaran. 
b. Mencatat sikap dan perilaku peserta didik, yang sangat baik, baik, cukup, dan perlu 
bimbingan.  
Namun untuk mempermudah pelaksanaan, guru diperbolehkan setidak-tidaknya 
mencatat sikap dan perilaku yang menonjol (sangat baik atau perlu bimbingan) 
dengan menggunakan lembar observasi. Minimal pada pertengahan dan akhir 
semester, guru mata pelajaran dan pembina ekstrakurikuler menyerahkan 
perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik kepada guru 
kelas untuk diolah lebih lanjut. Hasil penilaian dirapatkan melalui dewan guru untuk 
menentukan deskripsi pada rapor peserta didik 
Contoh Format Jurnal Sikap Sosial 
No Tanggal Nama Peserta Didik Catatan perilaku 
Butir 
Sikap Tindak Lanjut 
1 21-02-2017 









Atika Terlambat datang ke sekolah 
Disiplin 
 
Adam Datang ke sekolah paling awal  
3 18-04-2017 Fira 
Meminta maaf karena lupa 
membawa alat-alat untuk 
menggambar 
Jujur -------------- 
c. Menindaklanjuti hasil pengamatan 
Hasil pengamatan sikap dan perilaku peserta didik dibahas oleh pendidik kecuali 
ada atau ditemukan sikap spiritual/sosial yang perlu diprioritaskan, Pendidik dapat 
membahas dan melaporkan minimal dua kali dalam satu semester untuk 
ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, peserta didik yang mengalami peningkatan 
sikap dan perilaku, diberi penghargaan (verbal dan atau non-verbal), sedangkan 
peserta didik yang mengalami penurunan sikap dan perilaku diberi program 
pembinaan dan atau motivasi 
 
Pengolahan Penilaian Sikap 
Hasil penilaian sikap direkap oleh pendidik minimal dua kali dalam satu semester. 
Hasil penilaian sikap ini akan dibahas dan dilaporkan dalam bentuk deskripsi nilai 
sikap peserta didik. 
Langkah-langkah untuk membuat deskripsi nilai sikap selama satu semester: 
82 Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas VI SD/MI (Berdasarkan Kurikulum 2013)
 
84 
a. Guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan atau menandai catatan-
catatan sikap peserta didik yang dituliskan dalam jurnal, baik sikap spiritual 
maupun sikap sosial. 
b. Guru kelas membuat rekapitulasi sikap dalam jangka waktu satu semester 
(jangka waktu bisa disesuaikan sesuai pertimbangan satuan pendidikan). 
c. Guru kelas mengumpulkan catatan sikap berupa deskripsi singkat dari guru 
mata pelajaran (PJOK dan Agama) dan warga sekolah (guru ekstrakurikuler, 
petugas perpustakaan, petugas kebersihan dan penjaga sekolah). 
d. Guru kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual 
dan sosial setiap peserta didik. 
Berikut rambu-rambu rumusan deskripsi nilai sikap selama satu semester: 
a. Deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan 
kata/frasa yang bernada positif. Hindari frasa yang bermakna kontras, misalnya: 
... tetapi masih perlu peningkatan dalam ... atau ... namun masih perlu 
bimbingan dalam hal ... 
b. Deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap peserta didik yang sangat 
baik, baik, cukup, atau perlu bimbingan. 
c. Apabila peserta didik tidak memiliki catatan apapun dalam jurnal, sikap dan 
perilaku peserta didik tersebut diasumsikan baik. 
d. Karena sikap dan perilaku dikembangkan selama satu semester, deskripsi nilai 
sikap peserta didik dirumuskan pada akhir semester. Oleh karena itu, guru mata 
pelajaran dan guru kelas harus memeriksa jurnal secara keseluruhan hingga 
akhir semester untuk menganalisis catatan yang menunjukkan perkembangan 
sikap dan perilaku peserta didik. 
e. Penetapan deskripsi akhir sikap peserta didik dilakukan melalui rapat dewan 
guru pada akhir semester 
2. Penilaian Pengetahuan (Tes Obyektif ) 
a. Tes Tertulis 
Jawablah pertanyaan di bawah dengan tepat. 
1) Sebutkan contoh perilaku disiplin. 
2) Sebutkan contoh dampak globalisasi. 
3) Sebutkan contoh persatuan dan kesatuan. 
4) Sebutkan contoh keragaman suku, ras, dan agama. 
5) Sebutkan contoh konflik social di lingkunganmu. 
Petunjuk Penskoran Tes Uraian 
Bila menjawab sangat sempurna tiap soal diberi skor 5, sempurna diberi skor 4, cukup 
sempurna diberi skor 3, kurang sempurna diberi skor 2 dan tidak sempurna diberi skor 
1. 
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Pengolahan skor menjadi nilai: 
Jumlah skor maksimum seluruh soal adalah  25 
Jumlah skor minimum seluruh soal adalah    5 
Nilai =  
 
Nilai ideal = 100. 
Katagori predikat siswa: 
Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM 
sekolah masing-masing. 
Contoh: 
KKM = 75, maka cara penentuannya sebagai berikut: 
100 – 75 = 25 : 3 = 8,3 dibulatkan menjadi 8 
Maka penentuan predikatnya adalah: 
<75  = kurang 
75 – 82 = cukup 
83 – 90 = baik 
91 – 100 = sangat baik 
KKM = 65, maka cara penentuannya sebagai berikut: 
100 – 65 = 35 : 3 = 11,8 dibulatkan menjadi 12. 
Maka penentuan predikatnya adalah: 
< 65 = kurang 
65 – 76 = cukup 
77 – 88 = baik 
89 – 100 = sangat baik 
Misalnya: Nilai Riski =  
           =                  = 90 
 
Katagori predikat Riski termasuk = sangat baik. 
Penilaian Penugasan 
a. Berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan hasil pengamatan kalian di lingkungan 
sekitar, diskusikan dengan teman sebangku untuk mengidentifikasi kegiatan korupsi 
dalam era globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Caranya dengan mengisi format 
di bawah ini : 
Yang kami ketahui tentang kegiatan korupsi dalam era globalisasi dalam kehidupan 
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b. Bagaimana sikap kalian jika melihat perilaku yang tidak sesuai dengan nilai nilai 
antikorupsi? Berikan alasan pemilihan sikap kalian tersebut! 
Petunjuk Penilaian Tugas: 
Bila siswa mengerjakan tugas sangat sempurna diberi skor  10 
Bila siswa mengerjakan tugas sempurna diberi skor  5 
Bila siswa mengerjakan tugas tidak sempurna diberi skor  2 
Skor maksimum seluruh tugas  = 10 X 2 item tugas  =  20 
Skor minimum seluruh tugas = 2 X2 item tugas  = 4 
Nilai Tugas =  
 
Nilai ideal = 100. 
3. Penilaian Keterampilan 
Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik praktik, produk, dan proyek. 
a. Praktik 
Penilaian keterampilan menggunakan teknik praktik mengutamakan penilaian 
proses yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam 
melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 
kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti: 
menyanyi, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan 
alat musik, dan membaca. Hasil penilaian praktik menggunakan rerata dan/atau 
nilai optimum 
Contoh menghitung nilai praktik dengan rumus: 
Nilai =                                 x 100 
b. Produk 
Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menghasilkan 
produk-produk, teknologi, dan seni berdasarkan rubrik yang disiapkan guru. 
Contoh menghitung nilai produk dengan rumus: 
Nilai =                               x 100 
c. Proyek 
Penilaian proyek meliputi kemampuan peserta didik dalam merencanakan, 
melaksanakan dan melaporkan secara tertulis hasil pengamatan dan penelusuran 
informasi denganberdasarkan rubrik yang ditetapkan guru. 
Contoh menghitung nilai produk denga rumus :  
Nilai =                                x 100 
idealnilaiXtugasitemaseluruhmaksimumskorJumlah
siswaskorperolehanJumlah
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Penentuan rentang predikat yang berdasarakan KKM untuk penilaian pengetahuan dan 
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Buku Model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn dengan model pembelajaran tematik untuk SD/MI) 
merupakan wahana atau sarana untuk membantu guru SD/MI dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.  
Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut terdapatnya kompetensi 
guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada kompetensi 
inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk 
menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan 
pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan yang telah 
ditentukan dan menggunakan strategi, pendekatan dan model-model pembelajaran inovatif 
dan relevan.  
Peraturan tersebut antara lain Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar 
Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar 
Proses Pembelajaran pada Pendidikan dasar dan Menengah, Permendikbud Nomor 23 tahun 
2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Permendikbud Nomor 3 tahun 2017 tentang Penilaian 
Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Oleh Satuan Pendidikan 
Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupa 
variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen 
esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan terdapatnya Model Pengintegrasian 
Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses 
dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas. 
88 Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas VI SD/MI (Berdasarkan Kurikulum 2013)
89Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)








Buku Pembelajaran Tematik untuk SD/MI Kelas VI, Jakarta, Kemdikbud. 
 
Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi 
Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat (Tesis) 
 
Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Laila, Najmu, 2009, Pemikir Penggerak, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 
 
Lickona, Thomas, 1991, Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and 
Responsibility, New York: Bantam Books. 
 
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah di 
amandemen. 
 
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
 
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional 
 
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Republik Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
 
Republik Indonesia,Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan 
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK),  
 
Republik Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan 
Korupsi. Republik Indonesia, Keppres No. 50 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia. 
 
Republik Indonesia, Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi 
 
Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses,  
 
Republik Indonesia , Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian,  
 
Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kurikulum SD/MI,  
 
Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi,  
 
Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013 Lampiran VI tentang Pedoman 
Implementasi Kurikulum 2013. 
 
Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan 
Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah. 
90 Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas VI SD/MI (Berdasarkan Kurikulum 2013)
 
90 
Schumpeter, A. Joseph.,1947,Capitalism, Socialism, and Democracy. edisi ke-2, New York : 
Harper. 
 
Von Aleman, Ulrich, 2004. The unknown depths of political theory: the case for a 
multideimensional concept of corruption. Crime, Law & Social Change (42). 25-34. 
